
BUPATI BERAU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR 80 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KECAMATAN DAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BERAU, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 
T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Berau, maka per lu d ia tur susunan 
organisasi dan ta ta kerja Kecamatan dan Ke lurahan 
Kabupaten Berau; 

b. bahwa u n t u k maksud h u r u f a d i atas, per lu d i te tapkan 
da lam Peraturan Bupa t i Berau. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darura t Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te lah d iubah 
beberapakali t e rakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 
T a h u n 2016 Nomor 7). 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN. 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 
Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau. 

3. Bupa t i adalah B u p a t i Berau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Berau. 
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang d iben tuk d i 

l ingkungan Kabupaten Berau, bersifat kewi layahan u n t u k 
melaksanakan fungsi koord inas i kewi layahan dan pelayanan 
ter tentu yang bersifat sederhana dan intensitas t inggi. 

6. Camat adalah kepala kecamatan d i l ingkungan Kabupaten 
Berau. 

7. Ke lurahan adalah perangkat kecamatan yang d iben tuk u n t u k 
membantu a tau melaksanakan sebagian tugas camat. 

8. Lu rah adalah kepala ke lu rahan da lam wi layah kecamatan d i 
l ingkungan Kabupaten Berau. 

9. Satuan organisasi adalah sekretariat, sub bagian, seksi dan 
kelompok j aba tan fungsional pada Kecamatan dan 
Kelurahan. 

BAB I I 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Kecamatan d iben tuk da lam rangka men ingkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemer intahan, pelayanan pub l i k , dan 
pemberdayaan masyarakat k a m p u n g dan ke lurahan, d i p imp in oleh 
Camat yang berkedudukan d i bawah dan bertanggung j awab kepada 
B u p a t i me la lu i sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Camat mempunya i tugas melaksanakan kewenangan pemer intahan 
yang d i l impahkan oleh Bupa t i u n t u k menangani sebagian u r u s a n 
pemer intahan. 
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Pasal 4 

Pel impahan sebagian kewenangan B u p a t i sebagaimana d imaksud 
pada pasal 3 d i l akukan berdasarkan pemetaan pelayanan p u b l i k 
yang sesuai dengan karakter i s t ik kecamatan dan/atau k e b u t u h a n 
masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan dan d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupa t i , berpedoman pada pera turan pemer intah. 

Pasal 5 

U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, 
Camat menyelenggarakan tugas u m u m pemer intahan me l ipu t i : 

a. menyelenggaraan u r u s a n pemer intahan u m u m yang d i l impahkan 
oleh B u p a t i kepada Camat; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
keter t iban u m u m ; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupa t i ; 

e. mengoordinasikan pemel iharaan prasarana dan sarana 
pelayanan u m u m ; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemer intahan yang 
d i l akukan oleh perangkat daerah d i Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung 
dan/atau ke lurahan ; 

h . melaksanakan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 
Daerah yang t idak d i laksanakan oleh u n i t kerja Perangkat 
Daerah yang ada d i Kecamatan; 

i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Da lam melaksanakan tugasnya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
3 d a n Pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kewenangan pemer intahan yang d i l impahkan ; 

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
keter t iban u m u m ; 

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupa t i ; 

e. pengoordinasian pemel iharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
u m u m ; 

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemer intahan d i 
t ingkat kecamatan; 

g. pembinaan penyelenggaraan pemer intahan Kampung dan 
ke lurahan ; 



h . pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang l i ngkup 
tugasnya dan / a tau yang be lum dapat d i laksanakan 
pemer intahan k a m p u n g dan ke lurahan ; 

i . penyelenggaraan u r u s a n kesekretar iatan; 

j . pembinaan kelompok j aba tan fungsional; 

k. pelaksanaan tugas l a in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

Ke lurahan adalah perangkat kecamatan yang d iben tuk u n t u k 
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, 
berkedudukan d i wi layah kecamatan serta d ip imp in oleh Lu rah 
yang berada 
d i bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Pasal 8 

L u r a h sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 mempunya i tugas 
pokok membantu a tau melaksanakan sebagian tugas Camat. 

Pasal 9 

U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8, 
L u r a h menyelenggarakan tugas memban tu Camat da lam: 

a. melaksanakan kegiatan pemer intahan ke lurahan; 

b. me l akukan pemberdayaan masyarakat ; 

c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. memel ihara ketenteraman dan keter t iban u m u m ; 

e. memel ihara prasarana dan fasil itas pelayanan u m u m ; 

f. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh camat; 
g. melaksanakan tugas l a in sesuai dengan ke tentuanperaturan 

perundang-undangan. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 8, Ke lurahan mempunya i fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Ke lurahan; 

b. pemberdayaan Masyarakat; 

c. pelayanan Masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketenteraman dan keter t iban u m u m ; 

e. pemel iharaan prasarana dan fasil itas pelayanan u m u m ; 

f. penyelenggaraan u r u s a n kesekretar iatan; 

g. pembinaan kelompok j aba tan fungsional; 



h . pelaksanaan tugas l a in yang d iber ikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan t e rd i r i d a r i : 

a. Camat 

b. Sekretar ia t , t e rd i r i dar i : 
1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset; 
2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian. 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketert iban; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 

g. Seksi Pelayanan U m u m ; 

h . Ke lurahan; 

i . Kelompok Jaba tan Fungsional . 

(2) S t r u k t u r Organisasi Kecamatan sebagaimana t e r cantum da lam 
Lampi ran I Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 12 

(1) Ke lurahan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 ayat (1) h u r u f 
h mempunya i susunan organisasi yang te rd i r i dar i : 

a. Lurah ; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan,Ketentraman dan Ketert iban; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(2) S t r u k t u r Organisasi Ke lurahan sebagaimana t e r cantum dalam 
Lampi ran I I Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB IV 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN 

Pasal 13 

Camat mempunya i tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 
da lam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 d i atas. 
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Pasal 14 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagai mana d imaksud da lam 
Pasal 13, Camat mempunya i r inc ian tugas: 

a. menyusun dan m e r u m u s k a n rencana kerja dan rencana 
anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan rencana 
strategik kecamatan sesuai dengan pera turan perundang-
undangan yang ber laku; 

b. mendorong part is ipasi masyarakat u n t u k i k u t serta da lam 
perencanaan pembangunan d i kampung/ke lurahan dan 
kecamatan; 

c. me l akukan pembinaan dan pengawasan terhadap kese luruhan 
u n i t kerja ba ik pemer intahan m a u p u n swasta yang mempunya i 
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakatd i eilayah 
kerja kecamatan; 

d. me l akukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat d i wi layah kecamatan ba ik yang d i l akukan oleh u n i t 
kerja pemerinta m a u p u n swasta; 

e. me lakukan koord inas i dengan Kepolisian Negara RI dan a tau TNI 
mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman 
dan keter t iban u m u m d i wi layah kecamatan; 

f. me lakukan koordinas i dengan pemuka agama yang berada d i 
wi layah kerja kecamatan u n t u k mewu judkan ketenteraman dan 
keter t iban u m u m masyarakat d i wi layah kecamatan; 

g. me lakukan koordinas i dengan sa tuan kerja perangkat daerah 
yang tugas dan fungsinya d i b idang penerapan pera turan 
perundang-undangan; 

h . me lakukan koordinas i dengan sa tuan kerja perangkat daerah 
yang tugas dan fungsinya d i b idang penegakan pera turan 
perundang-undangan dan a tau Kepolisian Negara RI; 

i . me lakukan koordinas i dengan sa tuan kerja perangkat daerah 
dan a tau instans i ver t ika l yang tugas dan f ingsinya d i b idang 
pemel iharaan prasarana dan fasil itas u m u m ; 

j . me lakukan koordinas i dengan p ihak swasta da lam pelaksanaan 
pemel iharaan prasarana dan fasil itas pelayanan u m u m ; 

k. me lakukan koordinasi dan s inkronisas i perencanaan dengan 
sa tuan kerja perangkat daerah dan instans i ver t ika ld i b idang 
penyelenggaraan kegiatan pemer intahan; 

1. me l akukan pembinaan dan pengawasan terhadap admin is t ras i 
pemer intahan k a m p u n g dan a tau ke lurahan; 

m . member ikan b imbingan supervisi , fasi l itasi dan konsul tas i 
pelasksanaan admin is t ras i k a m p u n g dan a tau ke lurahan ; 

n . me l akukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 
k a m p u n g dan a tau l u r a h ; 

o. me l akukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 
k a m p u n g dan/atau ke lurahan; 



p. me l akukan percepatan pencapaian SPM (standar pelayanan 
Minimal ) d i wi layah kecamatan; 

q. me lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat d i kecamatan; 

r. me l akukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah d i susun 
sesuai rencana strategik dan program kerja kecamatan; 

s. melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan 
program kerja kecamatan; 

t. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh B u p a t i sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(1) Sekretariat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 ayat (1) h u r u f 
b mempunya i tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok 
dan fungsi Kecamatan d i b idang pengelolaan kesekretar iatan 
yang me l iput i admin is t ras i penyusunan program, admin is t ras i 
u m u m , kepegawaian, perlengkapan dan admin is t ras i keuangan 
u n t u k m e n d u k u n g kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan 
dengan member ikan pelayanan admin is t ras i kepada sa tuan 
organisasi Kecamatan; 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p imp in oleh 
seorang Sekretaris; 

(3) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Sekretaris membawahkan: 
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset; 
b. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 

(4) Sub bagian sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d i p imp in oleh seorang kepala sub bagian. 

Pasal 16 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
15 ayat (1), Sekretaris mempunya i r inc i an tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada Sub Bagian sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan 
tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para Kepala Sub 
Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pera turan yang ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sekretariat me la lu i in formasi dan 
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sumber data yang ada u n t u k men ingka tkan pengetahuan dan 
keterampi lan kerja; 

e. me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan tugas l i ngkup 
Sekretariat dengan berpedoman pada pera turan perundang-
undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan sebagai dasar 
da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. mengoordinasikan pelaj^anan teknis admin is t ra t i f ba ik i n t e rn 
Kecamatan m a u p u n u n i t kerja l a in sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan b imbingan 
admin is t ras i u m u m , kepegawaian, perencanaan dan keuangan d i 
l ingkungan Kecamatan guna ter t ib admin is t ras i ; 

h . merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 
pengelolaan surat -menyurat , per lengkapan r u m a h tangga, 
inventar is , humas dan protoko l serta u r u s a n u m u m ; 

i . mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan 
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
dokumen pelayanan p u b l i k Kecamatan agar penyusunan 
dokumen tersebut selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u sesuai 
dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

j . . mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

k. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sekretariat 
berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui t ingka t 
pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , serta 
pemecahan masalah; 

1. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan has i l pelaksanaan 
tugas sebagai bahan in formasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

m . member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

n . melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 17 

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunya i 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok d a n fungsi 
Sekretariat yang me l iput i pengelolaan admin is t ras i penyusunan 
program pembangunan d i Kecamatan, mengideti f ikasi 
permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor 
kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas serta pengelolaan adminis t ras i dan 
penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan. 



- 9 -

Pasal 18 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
17, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset 
mempunya i r inc ian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, 
Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan 
dan Aset dapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset 
dapat d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pera turan 
yang ber laku; 

d. mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, 
Keuangan dan Aset mela lu i in formasi dan sumber data yang ada 
u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan 
berpedoman pada pera turan perundang-undangan yang ber laku 
agar dapat d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan 
pekerjaan; 

f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan 
data usu l an program dar i masing-masing u n i t kerja sebagai 
bahan penyusunan program Kecamatan; 

g. mempelajari dan menganalisa setiap usu lan program sebagai 
bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan 
masing-masing u n i t kerja; 

h . mempelajari dan menganalisa t u j u a n - t u j u a n realistis yang dapat 
dicapai da lam perencanaan program sesuai dengan kebi jakan 
strategis j angka pendek, menengah dan panjang; 

i . menyusun konsep te laahan tentang pr ior i tas program dan 
anggaran sesuai i su- i su sentra l dan loka l sebagai bahan 
pengambi lan keputusan; 

j . member i d u k u n g a n pe rumusan konsep program dan kegiatan 
serta rencana strategis d inas agar penyusunan program kerja 
berjalan dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan 
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
dokumen pelayanan pub l i k Kecamatan dengan membimbing dan 
mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku; 

1. meny iapkan bahan sosialisasi dan koordinasi has i l r u m u s a n 
penyusunan program kepada masing-masing u n i t kerja u n t u k 
d i jad ikan sebagai rencana kerja; 
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m. menel i t i dan memveri f ikasi realisasi penerimaan dan 
pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda b u k t i 
pener imaan dan pengeluaran u n t u k menghindar i keke l i ruan 
da lam pengelolaan keuangan Kecamatan; 

n . mengevaluasi realisasi pener imaan dan pengeluaran dengan 
membandingkan target/plafon u n t u k mengetahui penyerapan 
anggaran l ingkup Kecamatan; 

o. mengendal ikan pembayaran belanja langsung, gaji dan 
pemotongan pajak-pajak da lam rangka ter t ib admin is t ras i 
keuangan Kecamatan; 

p. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan 
pemegang kas agar t idak terjadi kesalahan da lam pelaksanaan 
anggaran d i l ingkungan Kecamatan. 

q. menyusun ins t rumen pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan 
ke tentuan yang ber laku. 

r. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan 
admin is t ras i barang sesuai dengan ke tentuan yang ber laku; 

s. menyusun dan mempers iapkan rencana k e b u t u h a n barang dan 
perlengkapan la innya berdasarkan m a s u k a n dar i sa tuan 
organisasi d i l ingkungan Kecamatan u n t u k ke lancaran 
pelaksanaan tugas; 

t. mengatur pengelolaan Alat Tul is Kantor (ATK) dan perlengkapan 
la innya terhadap satuan organisasi d i l ingkungan Kecamatan 
agar penggunaannya efektif dan efisien; 

u . mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

v. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
P e ^ u s u n a n Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana 
dan realisasinya u n t u k mengetahui t ingkat pencapaian program 
dan permasalahan yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

w. melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, 
Keuangan dan Aset berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai 
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

x. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

y . melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 19 

Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang 
me l ipu t i pengelolaan admin is t ras i u m u m , kepegawaian, r u m a h 
tangga dan ketatausahaan Kecamatan. 
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) 

Pasal 20 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
19, Kepala Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i r inc ian 
tugas: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pera turan yang 
ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
meningkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 
Bagian U m u m dan Kepegawaian dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. mengatur dan mengawasi petugas kebers ihan dan keamanan 
agar selalu terc ipta suasana aman, bers ih dan ter t ib ; 

g. mengatur kegiatan ketata laksanaan yang me l i pu t i surat-
menyurat , penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai 
dengan pe tun juk teknis admin is t ras i perkantoran; 

h . mengontro l proses admin is t ras i perjalan dinas pegawai d i 
l ingkungan Kecamatan guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i . mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan 
rapat/pertemuan-pertemuan yang me l i pu t i admin is t ras i rapat, 
konsums i , ruang rapat, bahan-bahan/mater i rapat sehingga 
kegiatan bejalan sesuai dengan yang d iharapkan ; 

j . mengatur pengelolaan adminst ras i kepegawaian yang me l i pu t i 
penyusunan Daftar U r u t Kepangkatan (DUK), kena ikan pangkat, 
gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, kar i s/karsu , 
c u t i dan la in sebagainya yang berhubungan dengan 
kepegawaian; 

k. memproses admin is t ras i u r u s a n kesejahteraan dan kesehatan 
pegawai menu r u t ketentuan yang ber laku; 

1. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

m . mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sub Bagian U m u m dan 
Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
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mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang 
d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . melaporkan kegiatan Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / tindakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

p. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 21 

(1) Seksi Pemerintahan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas pokok dan fungsi Camat d i b idang pemer intahan yang 
me l i pu t i pelaksanaan dan pelayanan admin is t ras i pemer intahan 
u m u m dan pembinaan penyelenggaraan pemer intahan k a m p u n g 
dan ke lurahan. 

(2) Seksi Pemerintahan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) d i p imp in 
oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 22 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
21 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunya i rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan 
Renstra, data dan in formasi yang ada serta pera turan yang 
ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan b idang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan 
ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat d i laksanakan dengan ba ik 
dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. mempelajari pe ra turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan mela lu i 
in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pemerintahan dengan berpedoman pada pera turan perundang-
undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan sebagai dasar 
da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing inventarisasi masalah yang berka i tan dengan 
perkembangan pemer intahan wi layah Kecamatan dengan car a 
meminta laporan/masukan da r i masing-masing kepala 
kampung/ lu rah ; 



- 13 -

g. mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasi l i tasi 
pembinaan pemer intahan dan keagrariaan; 

h . melaksanakan penin jauan lokasi da lam rangka penyelesaian 
admin is t ras i per tanahan u n t u k memast ikan kebenaran data yang 
d ia jukan pemohon; 

i . meny iapkan bahan pemecahan masalah da lam rangka 
penyelesaian sengketa t anah berdasarkan has i l penin jauan lokasi 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

j . memfasi l i tasi pembinaan sosial po l i t ik da lam 
pelaksanaankegiatan pemi lu d i wi layah Kecamatan sesuai dengan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

k. mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala 
berdasarkan laporan dar i kepala kampung/ lu rah ; 

1. memfasi l i tasi penyelesaian tapal batas kampung/ke lurahan ; 

m . memfasi l i tasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung 
(BPK dan LPM) u n t u k pemi l ihan kepala k a m p u n g sesuai dengan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

n . melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemer intahan 
k a m p u n g sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku; 

o. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

p. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan 
berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui t ingkat 
pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , serta 
pemecahan masalah; 

q. melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan has i l 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan 
pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih lan jut ; 

s. melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 23 

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketert iban mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat d i b idang 
ketenteraman dan ketert iban yang me l i pu t i pelaksanaan koordinasi 
penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan keter t iban, 
penerapan dan penegakan pera turan perundang-undangan, 
pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja. 

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketert iban sebagaimana d imaksud da lam 
ayat (1) d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 
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Pasal 24 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
23 ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketert iban mempunya i 
r inc ian tugas: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketert iban 

berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketert iban dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketert iban dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. mempelajar i peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketert iban 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Ketenteraman dan Ketert iban dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing pelaksanaan t i ndakan pertolongan cepat terhadap 
bencana yang ter jadi d i Kecamatan dengan menyertakan Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Regu L inmas Kecamatan; 

g. mengontro l proses menerima, mencatat, mempelajari sura t 
pengaduan dar i masyarakat dan meneruskan kepada atasan 
u n t u k mendapat tanggapan serta penyelesaian; 

h . mengadakan koordinasi dengan ins tans i t e rka i t dengan 
mengadakan rapat ins ident i l berdasarkan pengaduan, laporan 
masyarakat da lam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai 
proporsinya; 

i . merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana a lam 
dan la innya agar ak ibat yang d i t i m b u l k a n dapat d i t ekan sekecil 
m u n g k i n ; 

j . mengatur dan mengendal ikan kegiatan pengamanan d i 
l ingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat 
j adwa l piket; 

k. mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat 
terhadap p roduk h u k u m daerah yang bersifat n o n yust ica l 
bersama instans i terkait ; 

1. mengontro l pelaksanaan penegakan p roduk h u k u m daerah 
mela lu i operasi yus t i s i bekersa sama dengan instans i terkait ; 

m . merencanakan, memfasi l i tasi melaksanakan pembinaan serta 
mon i to r ing kegiatan kesatuan bangsa dan per l indungan 
masyarakat. 
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n . mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

o. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman 
dan Ketert iban berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang 
d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

p. melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketert iban 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya baik secara l i san m a u p u n te r tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

r. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah d a n 
pe tun juk atasan. 

Pasal 25 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat d i b idang 
pemberdayaan masyarakat yang me l i pu t i pelaksanaan, koordinas i 
dan fasil itasi pembangunan dan perekonomian, mengadakan 
pembinaan masyarkat da lamrangka men ingkatkan part is ipasi 
masyarakat da lam pembangunan dan membuat laporan 
pembangunan d i wi layah Kecamatan. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana d imaksud da lam ayat 
(1) d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 26 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
25 ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunya i 
r inc i an tugas: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat d i laksanakan 
dengan baik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
mela lu i informasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 
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e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimb ing inventarisasi masalah yang berka i tan dengan 
perkembangan pemberdayaan masyarakat wi layah Kecamatan 
dengan cara memin ta laporan/masukan dar i masing-masing 
Kepala Kampung/Lurah ; 

g. membimb ing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data d i 
b idang pemberdayaan masyarkat sebagai bahan penyusunan 
program kerja Kecamatan 

h . mengontro l kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, 
i n d u s t r i r u m a h tangga d a n kegiatan perekonomian la innya 
da lam rangka meningkatakan keh idupan perekonomian 
masyarakat; 

i . mengontro l kegiatan pembinaan da lam rangka men ingka tkan 
perekonomian dan pelasksanaan pembangunan d i wi layah 
Kecamatan; 

j . melaksanakan koordinas i pelaksanaan pembangunan dan 
memel ihara sarana prasarana d i l ingkungan; 

k. membimb ing pelaksanaan fasil itasi t emu karya t ingkat k a m p u n g 
dan ke lurahan da lam rangka persiapan f o rum koord inas i t ingka t 
Kecamatan; 

1. mengontro l penyusunan daftar u su l an kegiatan berdasarkan 
has i l f o rum koord inas i pembangunan t ingkat Kecamatan 
bersama petugas teknisnya; 

m . melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan pembangunan d i w i layah Kecamatan; 

n . mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

o. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang 
d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

p. melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l seSuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

r. melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 27 

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunya i tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi Camat d i b idang pelayanan u m u m 



- 17 -

dan kesejahteraan sosial yang me l i pu t i pelaksanaan koordinasi dan 
fasi l i tasi kegiatan pembinaan d i b idang sosial, agama, kesehatan 
masyarakat, o lah raga, generasi muda , keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan. 

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) 
d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 28 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
27 ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunya i r inc ian 
tugas: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan 

Renstra, data dan in formasi yang ada serta pera turan yang 
ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistx ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai 
dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial me la lu i 
in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimb ing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berka i tan dengan kesejahteraan sosial dan mencar i solusi sesuai 
dengan ke tentuan yang ber laku; 

g. me l akukan koordinasi ba ik in t e rn m a u p u n ekstern secara 
langsung u n t u k s inkronisas i pelaksanaan tugas; 

h . membimb ing Moni tor ing pendis t r ibus ian ban tuan Raskin ke 
kampung/ke lu rahan secara langsung u n t u k mengetahui 
kebenaran laporan data yang m a u k dar i kampung/ke lurahan ; 

i . mengontro l pelaksanaan fasi l i tasi dan pembinaan d i b idang 
agama, kesehatan masyarakat, o lah raga, generasi muda , 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 

j . mengontrol pelaksanaan fasi l i tasi dan pemantauan pemberian 
ban tuan tempat ibadah, yayasan sosial da lam wi layah 
Kecamatan baik dana berasal da r i pemer intah m a u p u n dar i 
swasta; 

a. membimbing pengolahan data b idang kesejahteraan sosial; 
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k. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

1. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan 
Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

m . melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan 
has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n . member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

o. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 29 

(1) Seksi Pelayanan U m u m mempunya i tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi Camat d i b idang pend id ikan dan 
kebudayaan yang me l iput i pelaksanaan koordinas i , fasi l i tasi, 
pembinaan, pengawasan terhadap k u r i k u l u m pendid ikan serta 
pembinaan kebudayaan. 

(2) Seksi Pelayanan U m u m sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) 
d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 30 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
29 ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan U m u m mempunya i r inc ian 
tugas: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umumberdasarkan 

Renstra, data dan in formasi yang ada serta pera turan yang 
ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pelayanan U m u m dapat selesai dengan 
ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pelayanan U m u m dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umumme la lu i 
in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingka tkan 
pengetahuan d a n keterampi lan kerja; 
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e. me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pelayanan Umumdengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimb ing inventarisasi permasalahan - permasalahan yang 
berka i tan dengan pelayanan u m u m dan mencar i solusi sesuai 
dengan ke tentuan yang ber laku; 

g. mengontro l penyusunan dan penetapan standar pelayanan 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

h . membimb ing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat d i b idang 
pelayanan u m u m ; 

i . mengontro l pengelolaan pengaduan masyarakat d i b idang 
pelayanan u m u m ; 

j . menjelaskan standarisasi pelayanan ba ik kepada 
masyarakat/warga sesuai dengan pera turan perundang-
undangan yang ber laku; 

k. me lakukan koordinas i ba ik i n t e rn m a u p u n ekstern secara 
langsung u n t u k s inkronisas i pelaksanaan tugas; 

1. mengkoordinir dan memoni tor petugas teknis yang bertugas d i 
kecamatan dalam rangka member ikan pelayanan kepada 
masyarakat; 

m . membimb ing pengolahan data b idang pelayanan u m u m ; 

n . mengontro l pembuatan rekomendasi dan per i j inan dengan 
ter lebih d a b u l u menel i t i kelengkapan persyaratan yang te lah 
d i t en tukan ; 

o. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

p, mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 
Umumberdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

q. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umumberdasarkan has i l 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkab- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

s. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per intab dan 
pe tun juk atasan. 
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BAB V 
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN 

Pasal 31 

L u r a h mempunya i tugas pokok sebagaimana tersebut da lam Pasal 
8, Pasal 9 Dan Pasal 10. 

Pasal 32 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut da lam 
Pasal 3 1 , Lu rah mempunya i r inc ian tugas : 

a. mengoordinasikan se luruh kegiatan dan program pembangunan 
yang menjadi tanggung jawab Ke lurahan; 

b. me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan kegiatan dengan 
berpedoman pada pera turan perundang-undangan yang ber laku 
agar dapat d igunakan sebagai dasar dan pedoman da lam 
melaksanakan pekerjaan; 

c. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Ke lurahan dapat selesai dengan ba ik dan 
tepat w a k t u . 

d. mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Ke lurahan me la lu i in formasi dan 
sumber data yang ada u n t u k men ingka tkan pengetahuan d a n 
keterampi lan kerja. 

e. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta 
mengesabkan has i l kerja bawahan berdasarkan ke tentuan yang 
ber laku. 

f. mengkaj i , menel i t i dan mengevaluasi program kerja Ke lurahan 
berdasarkan realisasi pelaksanaan program u n t u k mengetahui 
t ingkat keberhasi lan kegiatan dan da lam rangka merancang 
program lan ju tan serta penyusunan laporan kiner ja 

g. mengendal ikan pelaksanaan kegiatan pemer intahan Ke lurahan; 

h . membina pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 

i . mengarahkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; 
j . mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan keter t iban 

u m u m ; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan pemel iharaan prasarana dan 
fasil itas pelayanan u m u m ; 

1. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga 
kemasyarakatan; 

m . membina penyelenggaraan u r u s a n kesekretariatan; 
n . membina kelompok j aba tan fungsional; 

o. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan 
organisasi agar pelaksanaan tugas Ke lurahan dapat ter laksana 
sesuai dengan yang d iharapkan. 

p. member i saran dan per t imbangan kepada Camat tentang 
langkah atau t i ndakan yang per lu d iamb i l d i b idang tugasnya 
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ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan pert imbangan 
Camat dalam mengambi l kebi jakan leb ih lan jut ; 

q. menyampaikan laporan kepada Camat berdasarkan has i l 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

r. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 33 

(1) Sekretariat mempunya i tugas pokok dan fungsi melaksanakan 
sebagian tugas Ke lurahan d i b idang penyelenggaraan 
ketatausahaan dan r u m a h tangga yang me l i pu t i admin is t ras i 
penyusunan program, admin is t ras i u m u m , kepegawaian, 
perlengkapan dan admin is t ras i keuangan u n t u k m e n d u k u n g 
kelancaran tugas dan kegiatan Ke lurahan dengan member ikan 
pelayanan admin is t ras i kepada sa tuan organisasi Ke lurahan. 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) d i p imp in oleh 
Seorang Sekretaris 

Pasal 34 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
33 ayat (1) , Sekretaris mempunya i r i nc i an tugas: 
a. merencanakan kegiatan pada Sekretariat da lam ha l penyusunan 

program, admin i t ras i dan kepegawaian, perlengkapan dan 
keuangan sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari dan mengumpu lkan peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penyusunan program, admin is t ras i u m u m , 
kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan 
pedoman melaksanakan tugas; 

c. membagi tugas dan member ikan pe tun juk kepada bawahan d i 
l i ngkup sekretariat supaya tercapai kiner ja yang baik pada 
bawahan; 

d. membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan u n t u k 
ter laksananya peningkatan k iner ja bawahan; 

e. mengkoordinas ikan pelaksanaan penyusunan program 
Sekretariat dengan semua seksi supaya didapat program kerja 
yang ba ik dan efektif dan m a m p u mengakomodasi semua 
keper luan dan kegiatan Ke lurahan; 

f. menyelenggarakan admin is t ras i u m u m Ke lurahan berupa 
pengaturan surat -menyurat , penyusunan peranturan-pera turan 
dan ketatausahaan la innya agar t e rpenuh i ter t ib adminstras i ; 

g. menyelenggarakan koordinas i pengawasan dan pengendalian 
serta evaluasi pelaksanaan pembangunan b idang arsip dan 
dokumentas i u n t u k mengetahui tingkat keberhasi lannya; 

h . menyelenggarakan pengadaan d a n pemel iharaan barang m i l i k 
negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya u n t u k 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Ke lurahan; 
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i . menyelenggarakan admin is t ras i keuangan Ke lurahan u n t u k 
dicapainya tert ib admnis t ras i keuangan dan pemakaian 
keuangan negara yang efektif dan efisien; 

j . member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah a tau t i ndakan yang per lu d iambi l d i b idang tugasnya; 

k. membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan 
Ke lurahan ba ik bu lanan m a u p u n t a h u n a n secara per iodik 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

1. melaksanakan tugas la in sesuai dengan per in tah dan pe tun juk 
atasan. 

Pasal 35 

(1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lu rah d i 
b idang pemer intahan yang me l i pu t i pelaksanaan dan pelayanan 
admin is t ras i pemer intahan u m u m dan pembinaan masyarakat. 

(2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban sebagaimana 
d imaksud da lam ayat (1) d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 36 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
tersebut da lam Pasal 35 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketert iban mempunya i r inc ian tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketert iban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada 
serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketert ibandapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketert ibandapat d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai 
pera turan yang ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketert ibanmelalui in formasi dan sumber data yang ada 
u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert ibandengan berpedoman 
pada pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing penyiapan pedoman pelaksanaan pembinaan d i 
b idang ke tentraman dan keter t iban serta k e r u k u n a n warga dan 
kesatuan bangsa; 
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g. merencanakan pembinaan keter t iban masyarakat terhadap 
p roduk h u k u m daerah yang bersifat non yur id i s bersama 
ins tans i terkai t ; 

h . me l akukan koordinas i ba ik in t e rn , sa tuan kerja m a u p u n dengan 
instans i terka i t da lam rangka s inkronisas i pelaksanaan tugas; 

i . mengontro l pelaksanaan pelayanan admin is t ras i kepada 
masyarakat d i b idang kependudukan (Keterangan Domis i l i , 
Kelahiran, Kematian, datang dan p indah dar i/ke lua r wilayah) 
dan pertanahan sesuai dengan ke tentuan yang ber laku; 

j . me laksanakan penin jauan lokasi da lam rangka penyelesaian 
admin is t ras i per tanahan u n t u k memast ikan kebenaran data 
yang d i a jukan pemohon; 

k. membimb ing pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan 
per tanahan s ip i l guna terc iptanya per l indungan terhadap 
masyarakat; 

1. mengatur dan mengendal ikan kegiatan pengawasan d i 
l ingkungan Kantor Lurah ; 

m. membimb ing penyiapan bahan pemecahan masalah dalam 
rangka penyelesaian sengketa t anah berdasarkan has i l 
penin jauan lokasi dan pera turan perundang - undangan yang 
ber laku; 

n . mengontro l fasi l i tasi pelaksanaan kegiatan pemi l ihan u m u m dan 
pemi l ihan B u p a t i sesuai dengan ke tentuan yang ber laku; 

o. memantau s i tuas i wi layah Ke lurahan setiap saat da lam rangka 
gangguan ancaman masyarakat Ke lurahan; 

p. mengontro l pembuatan laporan kependudukan secara berkala 
berdasarkan b u k u register kependudukan yang dicatat oleh 
pemroses Admin is t ras i Pemerintahan; 

q. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

r. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketert ibanberdasarkan rencana dan 
realisasinya u n t u k mengetahui t ingka t pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

s. melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketert ibanberdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

u . melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 37 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian ugas pokok dan fungsi Lu rah d i b idang 
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pemberdayaan masyarakat yang me l i pu t i pelaksanaan dan 
pelayanan pembinaan masyarakat da lam rangka men ingka tkan 
part is ipasi masyarakat da lam pembangunan dan gotong royong. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana d imaksud da lam 
ayat (1) d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 38 

Da lam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut da lam 
Pasal 37 ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
mempunya i r inc ian tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat d i laksanakan 
dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. mempelajar i peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
mela lu i in formasi dan sumber da ta yang ada u n t u k 
meningkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing pengumpulan , pengolahan dan evaluasi data 
b ib idang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan 
program kerja Ke lurahan; 

%. mengontrol pelaksanaan kegiatan pembinaan da lam rangka 
meningkatkan swadaya dan part is ipasi masyarakat guna 
men ingkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; 

h . melaksanakan koordinas i pelaksanaan pembangunan serta 
menjaga dan memel ihara kerjasama dan sarana fisik 
d i l ingkungan Ke lurahan; 

i . membimb ing pelaksanaan fasi l i tasi Musyawarah Pembangunan 
T ingkat Ke lurahan dengan me l iba tkan LPM, Tokoh Masyarakat, 
Agama, dan Pemuda da lam rangka menyusun program 
pembangunan d i wi layah Ke lurahan; 

j . membimb ing penyusunan daftar u su l an kegiatan pembangunan 
berdasarkan has i l musyawarah pembangunan sebagai bahan 
usu l an program pembangunan Kelurahan; 

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan - kegiatan pembangunan d i wi layah 
Ke lurahan; 
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1. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

m . mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingka t pencapaian program dan permasalahan yang 
d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkab- langkah / t indakan yang pe r lu d iamb i l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan per t imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

p. melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 39 

(1) Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian pokok dan fungsi L u r a h d i b idang 
pelayanan u m u m dan kesejahteraan sosial yang me l i pu t i 
pelaksanaan fasi l i tasi kegiatan pembinaan d i b idang agama, 
kebudayaan, kesehatan masyarakat , o lah raga dan generasi 
muda . 

(2) Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
d imaksud da lam ayat (1) d i p imp in oleh Seorang Kepala Seksi 

Pasal 40 

Da lam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut da lam 
Pasal 39 ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan 
Sosial mempunya i r inc i an tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan U m u m dan 
Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan 
Sosial dapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial 
dapat d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pera turan 
yang ber laku; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan U m u m dan 
Kesejahteraan Sosial me la lu i in formasi dan sumber data yang 
ada u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 
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e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman 
pada pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. me l akukan koordinas i ba ik i n t e rn satuan kerja m a u p u n dengan 
instans i terkai t da lam rangka s inkronisas i pelaksanaan tugas; 

g. membimb ing pengumpulan , pengolahan dan evaluasi data 
b idang pelayanan u m u m dan kesejahteraan sosial sebagai bahan 
penyusunan rencana dan program serta laporan kegiatan Seksi 
Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial; 

h . mengontrol penyusunan d a n penetapan standar pelayanan 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

i . mengontro l pelaksanaan survei kepuasan masyarakat d i b idang 
Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial; 

j . mengontrol pengelolaan Pengaduan Masyarakat d i b idang 
Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial; 

k. melaksanakan penin jauan lokasi atas permohonan rekomendasi , 
HO, SITU, keterangan usaha u n t u k memast ikan kebenaran data 
yang d ia jukan pemohon da lam rangka pembuatan rekomendasi ; 

J, membimb ing pelaksanaan proses penyelesaian admin is t ras i 
ban tuan kepada masyarakat serta mengatur dan mengawasi 
pendis tr ibus iannya sesuai dengan ke tentuan yang ber laku; 

m . membimbing fasil itasi pelaksanaan pembinaan k e r u k u n a n 
keh idupan u m a t beragama, kepemudaan, keolahragaan, 
pemberdayaan, perempuan, Keluarga bereneana serta 
pembinaan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan 
keluarga; 

n . membimbing fasi l i tasi program pendid ikan dan peningkatan 
pengetahuan mayarakat yang bekerjasama dengan l intas 
sektoral; 

o. mengontro l pelaksanaan pengumpulan dan penya luran ban tuan 
terhadap ko rban bencana; 

p. membina dan memfasi l iatsi kegiatan pengumpulan zakat, infaq 
dan sadaqah serta pemungutan dana Palang Merah Indonesia; 

q. mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

r. mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan U m u m 
dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya 
u n t u k mengetahui t ingka t pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

s. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan 
Sosial berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
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bahan per t imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

u . melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 41 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahl ian dan 

• k ebu tuhan . 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) d i p imp in oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
d i t u n j u k . 

(3) J u m l a h tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada pada 
ayat (1) d i t en tukan berdasarkan k e b u t u h a n dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang j aba tan fungsional d imaksud pada ayat (1) 
d i a tu r sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku. 

(5) Kelompok Jaba tan Fungsional mempunya i tugas sesuai dengan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 42 

(1) Da lam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Lu rah , Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian dan Kelompok Jaba tan Fungsional , waj ib menerapkan 
pr ins ip koordinasi , integrasi, s inkronisas i dan s impl ikas i ba ik 
da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar sa tuan 
organisasi d i l ingkungan Kecamatan serta ins tans i l a in d i luar 
Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan 
masing-masing dan b i la terjadi penyimpangan agar mengambi l 
langkah- langkah yang d ipe r lukan sesuai dengan pera turan 
perundang-undanga. 

(3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimp in , 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan 
b imb ingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap Kepala Satuan Organisasi waj ib meng ikut i dan mematuh i 
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing 
serta menyampaikan laporan berkala tepat w a k t u . 
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Pasal 43 

(1) Da lam ha l Camat berhalangan, maka Sekretaris secara 
s t r u k t u r a l a tau pejabat s t r u k t u r a l l a innya sesuai dengan daftar 
u r u t kepangkatan dapat melaksanakan tugas-tugas Camat. 

(2) Apabila Lurah berhalangan, maka Sekretaris secara s t r u k t u r a l 
a tau pejabat s t r u k t u r a l la innya sesuai dengan daftar u r u t 
kepangkatan dapat melaksanakan tugas Lurah . 

BAB VII I 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 44 

(1) Camat adalah j aba tan eselon I I I a a t au j aba tan administrator . 

(2) Sekretaris Kecamatan adalah j aba tan eselon I I I b a tau j aba tan 
administrator . 

(3) Lu rah dan kepala seksi pada Kecamatan adalah j aba tan eselon 
IV a a tau j aba tan pengawas. 

(4) Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris ke lurahan dan 
kepala seksi pada ke lurahan merupakan j aba tan eselon IVb a tau 
j aba tan pengawas. 

Pasal 45 

(3) Camat d iangkat dan d iberhent ikan oleh Bupa t i dar i Pegawai 
Negeri Sipi l yang menguasai pengetahuan teknis pemer intahan 
dan memenuh i persyaratan kepegawaian atas u s u l Sekretaris 
Daerah sesuai dengan ke ten tuan pera turan perundang-
undangan yang ber laku. 

(4) Lu rah d iangkat dan d iberhent ikan oleh Bupa t i dar i Pegawai 
Negeri Sipi l yang memenuh i persyaratan kepegawaian atas u s u l 
Sekretaris Daerah sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(5) Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Ke lurahan, kepala sub bagian, 
dan kepala seksi d iangkat dan d iberhent ikan oleh Bupa t i da r i 
Pegawai Negeri Sipi l yang memenuh i syarat atas u s u l Camat 
mela lu i Sekretaris Daerah sesuai pera turan perundang-
undangan yang ber laku. 



- 29 -

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 46 

Segala biaya yang t i m b u l ak ibat d i te tapkannya Peraturan Bupa t i i n i 
d ibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Berau. 

Apabi la da lam pelaksanaannya terjadi perubahan pera turan 
perundang - undangan yang berka i tan dengan kelembagaan 
perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan pera turan 
perundang - undangan yang ber laku. 

Dengan ber lakunya Peraturan B u p a t i i n i , maka Peraturan B u p a t i 
Berau Nomor 29 T a h u n 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau (Berita Daerah 
Kabupaten Berau T a h u n 2009 Nomor 29) d icabut dan d inyatakan 
t idak ber laku. 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah 
Kabupaten Berau. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

Pasal 48 

BAB X I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Di te tapkan d i Tanjung Redeb 

D iundangkan d i Tanjung-Redeb 
pada tanggal, 21 Desetnher 2016 

KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 80 



- 2 9 -

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR : 80 TAHUN 2016 
TANGGAL : 71 DES EMBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, DAN 

TATA KERJA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN 

S T R U K T U R ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN B E R A U 

CAMAT 

SEKRETARIAT 

i 

SUB BAGIAN 
PEIfTUSUHAH PROGRAM, 

KEUANGAN DAN ASET 
SUB BAGIAN 

iUMUM OAR KEPEGAWAIAN 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
KETENTERAMAN DAS 

KETERTIBAN 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 
SEKSI 

PELAYANAN UMUM 

Diundangkan d i Tanjung Redeb 
pada tanggal, 21 Desenmer 2016 

DAERAH 
BERAU, 

Di te tapkan d i Tanjung Redeb 
pada tfcnggal^ 21 D e p e » b # T » 2016 

RHANSYAH 

RAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 80 
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L A M P I R A N I I P E R A T U R A N B U P A T I B E R A U 

N O M O R : 8 0 T A H U N 2 0 1 6 

T A N G G A L : 2 1 DESEMBER 2 0 1 6 

T E N T A N G : S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N 

T A T A K E R J A K E C A M A T A N D A N 

K E L U R A H A N 

S T R U K T U R ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN B E R A U 

LURAH 

SEKRETARIAT 

SEKSI 
PEMERINTAHAN, 

KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

SEKSI 
PELAYANAN UMUM DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Dite tapkan d i Tanjung Redeb 
) a d g ^ g f t g j a & j & ) Dpsembe^ 2 0 1 6 

D iundangkan d i Tanjung Redeb 
pada tanggal, 2 1 Desentber 2 0 1 6 

D A E R A H 
* U P A T K W \ { [ E R A U , 

M A N S Y A H 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B E R A U T A H U N 2 0 1 6 N O M O R 8 0 


